Peran Organisasi Konferensi Islam dalam
Pengembangan Hukum Internasional

Mohd. Burhan Tsani

Peran OKI yang dibarvapkan mampu mengembanghkan Hukum Internasional
Ilam ternyata mengalami banyak masalab. Masih baryaknya
negara-negara Islam yang tidak meratifikasi perjanjian
Internasional yang dibuat di bawabh wibawa OKI;
menguatkan kesimpulan halrwa OKI perly
lebih bekerja elestra keras.

Pendahuluan

Berdirinva  Organisasi Konferensi
Islam (OKD) pada mnggal 25 Septem-
ber 1969 sarat dengan harpan-hagapan
unue Islam. Masalah Timwur Tengah
diharapkan segera akan terselesaikan,
Tewpi sampui sekarung belum tercapai
suiatu penyelesaian akhir. Dicita-citakan
ada Kesatuan dan persatuan antar ne-
gara-negara Islam, schingga mereka
terbebas duri kemiskinan in kelo-
dohan. Harapan ini masih tetap meru-
pakan harapan, meski sebagian sudah

tercapai. Negar-negara Iskun baru
sedikit yang memiliki kemampuan
tawar-menawar ving kuat. Baru sedikit
pula kerasama ekonomi antar negara-
negara Islam yang dapat direnlisasikan.

Di samiping ity OKI dilzmpkan
nampu mengembangkan hukum in-
ternasional Islam. Peran inilah yang
akan dijadikan fokus dalam penulisan
ini. Untuk memudahkan dalam pemba-
hasan. perlu diperhatikan bahwa ada
beberapa batasan mengenai hukum
Internasional Islam. Adapun batasan
tersehut antara [ain sebagai berikut:
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1. Hukum Internasional Islam adalah
hukum Islam (ajaran Islam) yang
berkaitan dengan hubungan inter-
nasional (Azhar, 1981: 0).

2. Maslem International Law may be
defined as: that pant of the law
and custom of the land and treaty
obligations which a Moslem defacto
or de jure State ohserves in its deal-
ings with other de facto or de jure
states (lamidulkth, 1977: 3).

3. Hukum Internasional Islam adalah
hukum Islam- yang ditaati dalam
hubungan antar negari-negim 1s-
lam.

4, 1ukum Intermasional Iskwm adalah
hukum Islam yang diberlakukan
dalam hubungan antar neguel.

Menurut batasan yang pertani hu-
kum internasional Iskun reedisi dari
prinsip-prinsip hukum Islam yang ber-
kaitan dengan hubungan infernasional.
Prinsip-prinsip yang terpenting adalih:
memenuhi janji, menghargai kehor-
matan  NLINUSiL, kesatuan, persanian
dan persaudarian unuit n@nusi, me-
megang teguh nilai keutanuag, kasih
sayang dan menghindari kerusuhan
dalam peperngan, menegakkan nilyi
keadilan, mempertahankan kebebusan,
dan perlakuan timbal balik (Azhar,
1981: 6 - 10). Prinsip-prinsip ini sudah
teradopsi dalam hukum internasional
schagai sumber hukum yang berupa
‘general principles of law recognised
by civilised nations’. Karenanya batasan
ini kurang relevan untuk dipakai seba-
gai titik tolak pembahasan.

Menurut batasan kedua hukum in-
ternasional Islam berarti hukum Istam

yang diberlakukan dalam hubungan
antara satu negara Islum dengan negana
lain entah negara Islam atau bukan
negara Islam. (Hamidullah, 1977: 8).
Di sini hukum Islam diberfakukan
dalum sustu hubungan bilateral, se-
hingga merupakan hukum internasio-
nal khusus. Dengan titik tolak batasan
ini mungkin dapat ditrelusuri bagainzinag
peran OKI dalam mengembangkan
hukum internasional Islam. Bertumpu
pada hatasan ketiga ada peluang bagi
OKI untuk berperin mengembang-
kannya. Dalam hal ini hukum Istam
merupakan hukum internasional
vmum, dalam artt diberlakukan oleh
hanyak negara. Batason keempat dapat
jugn dipakai sebagai titik tolak, karena
di sini hukum Islan akan merupakin
hukum internasional universal. miin
mengenai peran OKI akan :bertuinpu
pada bamsan Kedua, ketiga dan ke
empat. ’ .

suaty proses vang tidak dapat terlepas
dari persaalan-pensoaian yang melanda
Tinur Tengah. Sudah menjudi kesepa-
katan internasional hahwa -inti per-
soalan Timur. Tengah adalabh -masaiah
Palestina. Semenjuk tahun 1947 masya-
mkat internasional telah merasakan
adanya suatu gejolak yang akan meng-
ancam perdanttian dunia yaitu nxsalah
Palesting, seperti yang tertuang di do-
Inm Resolusi Majelis Umum PBB 181
(1) tertanggal 29 Nopember 1947. Pada
tahun berikutnya keadaan di Palesting
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menjadi makin ruwet dan banyak se-
kali pelanggaran oleh masyarmkat Ya-
hudi.
amanan PBB dengan Resolusi Nonor
(8) 704 tertanggal 30 Maret 1948 me-
minta Badan Yahudi untuk Palestina
(Jewish-Agency) dan Komite Tertinggi
Arab, untuk mendirikan suatu perwa-
kilan vang tersedia bagi Dewan Ke-
amanan PBB. guna menvusun suatu
gencatan senjata antara Arab dan ma-
svarakat Yahudi Palestina. Dewuan Ke-
anuinan PBB meminta agar kelompok
bersenfata Amb dan Yahwdi di Palesting
segena menghentikan tindak kekensan.

"Derigan Resolusi Dewan Keanunan
PBB' 17 April 1948, Nomor ($) 723,
kedux belah pihak diminta® untuk
imehghentikan semua aktivitas militer
atiu yang bersifat pasa militer. Ke-
mudian Dewan Keamanan PBB pada
tanggal 23 April 1948 dengan Resolusi
Nomor (8) 727, membentuk suatu
“Romisi Gencatan Senjata”™ bagi Pales-
tim. Komisi tersehut terdisi dari per-
wakilan anggots Dewan Keanenan
yang telah mempunyai pejabat kon-
suler karier di Jerussalem. Fungsi Ko-
misi adalah membantu Dewan Ke-
amanan. dalam mengawusi penerapan
Resolusi Dewan Keanmnan tanggal 17
April 1948 Nomwor (S) 723 (Panhuys,
1968: 206). Usahu penyelesaian konflik
Arb - Ismel oleh Dewun Keamanan
tersebut telah didukung oleh Majelis
Unmum PBB dengan dikeluarkannya
Resolusi Majelis Umum Nomor 273 ter-
tanggal 11 Mei 1949.

Upaya masvarakat internasional
melalui Majelis Umum dan Dew:an
Keamunan PBB untuk menegakkan

Oleh karenanva Dewan Ke- |

perdamaian dan keamanan i Timur

Tengah adalah sia-siza befaka. Agresi

yang benar-benar dari kesatuan zionis
yang diikuti dengan tindakan pendu-
dukan Israel atas wilayah Aral> bahkan
makin meluas dan intensif. Pengung-
sian penduduk dan pembunuhan
massal dan Ismel terus selalu mening-
kat,

Melihat keadaan yang nukin gawat
tersebut, negan-negara Islam tidak
nuu tinggal diam. Pada whun 1964
mereka mengadakan suatu konferensi
negara Islim di Mogadishu. Banyak
perwakilan negara-negara Islam meng-
hadirinya dan demikion pult perwa-
kilan pemgerakan Islam, Konferensi
herketetapan menghimbau disclengga-
rakanaya suatu Konferensi Tingkat
Tinggi Islain untuk membicarakan
masalah-masalah yang menimpa umat
Islam. Ronferensi juga menyetojui
untuk mengambil sacana-sarna guna
menyelesaikan konflik Arb Ismaed,

Pada tahun 1965 di Makkah al
Mukarmamah  disclenggarakan  konfe-
rensit Liga Dunia Islam. Konferenst me-
nyerukan untuk dindakan suatu Kon-
ferensi Tingkat Tinggi Bslam. Konferen-
si mengeluarkan suitu resolusi yang
menyokong seruan Raja Yaisal Ihnu
Abdul Aziz agar dindakan suatu Kon-
ferensi Tingkat Tinggi Islam yang
menthahas persostin-persoalan unut
Islam dan menentukan sasaran-sasaran
vang harus dicupai kaum muslimin,
Resolusi juge meminta Raja Faisal

-untuk melanjutkan usahanya demi

tercapainya  tujuan-tujuan besas umat
Istam. Di samping itu Konferensi juga
membebankan kepada pimpinan Ni-
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geria, Ahmedo Bello untuk menyam-
paikan suaw laporan mengenii proyek
ini (Guide to the O.LC., 1981: A).

Di balik konferensi-konfcrensi
tersebut ckspansi Israel tetap berjalan
terus. Pada tahun 1967 mulai orencapai
suatu titk didih yakni berkobarnya
pertempuran Juni 1967. Ismel secara
tidak sah menduduki wilayah tepi barat
Sungai Jordan dan jalur Gaza serta
wilayah Amb yang lain. Sedangkan hak
rakyat Palestina untuk kembali ke
tangh aimya telab diakui oleh ma-
svarakat internasiona] dengan Resolusi
Majelis Umum PBB Nomor 237 (19071
Oleh karenanya Dewan  Keamanan
PBB meminta Israel agar menjaga kese-
lanmtan, kescjahteriian dan keantnan
penduduk wilayah tempat operasi mili-
ter. Ismael juga diminta untuk membe-
rikan fasilitas bagi kembalinya pendu-
duk vang telah melahirkan diri sejk
pecah pering.

Di samping ity Dewan Reumiinan
PBB juga nengeluarkan Resofusi No-
mor 242 (1967) yang memerintahkan:

1. Penarikan kekuatan militer Israel
dari wilayah diduduki

2. Penghentian semua tuntutan atau
status sebagai negara belligerensi.

3. Pengakuan terhadap kedaulatan,
integritas territorial dan kemerde-
kaan politik sctiap negam di wila-
yah yang diduduki, serta wilayah
di dalam perbatasan yang dinkui
dan aman (United nations, 1983:
55, 3, 6).

Akan tetapi resolusi-resolusi yang,
dikeluarkan PBB tidak mampu mempe-
ngaruhi sikup dan tindakan Israel.

Resolusi-resolusi tersebut tetap dipan-
dang cnteng dan tidak digubris oleh
Israel.

Melihat posisi demikion pada tahun
1967 dilangsungkan sidang ke tujuh
Konggres Dunia Islun. Kongres ime-
nekankan untuk diadakan suatu Kon-
ferensi Tingkat Tinggi Islam, yang
membicarakan tidak hanya mengenai
masaiah-nusalah penting tentang Pa-
lesting, akan tetapi juga penyelamatan
Al-Sharuf dari pendudukan kaum
zionis.,

Di balik arena Raja Faisal- tetap
melanjutkan usaha guna terselengga-
ranya KTT Islam. Dia memainkan suatu
peran fundamental di dalam kristalisasi
konsep solidaritas Islam. Dia wlah
melakukan usalu-usaha yang intensif
ke amh terselenggaminya KT Islam,
melalvi serangkaian kunjungan ke
negara-negar Arb dan negini-negin
Islim. Din telab menyingkirkan ham-
batmn-hambatan bagi terciptanya soli-
daritas dan persaudaran Islam. Raja
Faisal menghimbau teradinya kebang-
Kitan Tslam kembali ats dasar soli-
duritas Islam dengan maksud meng-
ubah ummt Islam menjdi suatu ke-
kuatan internasional yang signifikan,
sehingga nampu menganunkan kubu
pertaiumnan Islam, serta menyelanmtlkan
hak-hak masyarakat Istam di seluruh
penjuru dunia. Di dalam pertemuan
dengan pimpinan umat Islam, Raja
Faisal menyatakan bahwa solidaritas
Islam mempunyai tujuan-tujuan spesiftk
yang terpusat pada perlindungan Is-

" lam dari alitan-alimn yang merusak dan

ideologi kaum penyimpang. Panggilan
solidaritas Islam sanw sekali tidak ada
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hubungannya dengan persekutuan mi-
liter yang melayani tujuan-tujuan politis
negara-negara besar dan sama sekali
tidak dimaksudkan untuk menunjuk-
kan permusuhan antara muslim dengan
bukan muslim.

Situasi mendesak uagar segera dise-
lenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi
Islam telah mencapai titik kritis pada
akhir bulan Agustus 1969. Pada tanggal
21 Agustus 1969 unsur zionis tertentu
membakar masfid suci Al-Aqso ‘dan
melakukan pelanggaran-pelanggaran
terhudap tempat-tempat suci Islam
yang lain.

Sawe bulan sesudah kejadian yang
menimbulkan amarah umat Islam i
semud penjpru dunia. pimpinan-pim-
pinan unut Istam mengadakan suatu
Konferensi Tingkat Tinggt Islam di
Rabbat (Maroko) dari tanggal 22
sampai deagan 25 September 1969,
Konferensi berlangsung atas undangan
Raja Hasan 11 dari Maroka. Tadir pada
Ronterensi tersebut 24 Kepala Negara,
kepala Pemerintaban serta perwakilan
merchka dan Organisasi Pembebasan
Palestina (Palestine Liberation Orgazi-
nation) schagai peninjau. Di dalam
Ronferensi tersebur Raja Hasan 11
mendesak puart pimpinan umat Islam
untuk saling bekerja samm, memikul
pertanggungjawaban mercka, bekeria
hergandengan guna melawan agresi
terang-terangan terhadap kevakinan
[slam serta menghabisi penodaan kaum
zionis atas tempat-tempat suci Islam.

Akhirnya disepakati ‘untuk menge-
luarkan suatu deklarasi umum pertania
yang pernah dibuat oleh pimpinan-
pimpinan Dunia [slam. Muasyarakat

internasional menyaksikan langkah
pertama tindakan bersama umat Islam,
yang secara terkoordinasi menangani
berbagai bidang persoakin global yang
dihadapi umat Islam. Selanjutnya
Deklarasi Rabut 1969 ini dizkui sebagai
instrumen dasar terbentuknya OKI.

Dari latar belakang pembentukan
OKI tercermin bihwa aktivitas OKI
berkisar puda bidang politik. Baru di
kemudian saktu aktivitas OKI berkem-
bang meliputi bidang ckonomi, sosial
dan budaya. OKI tidak secra tegas-
tegas diberi kewajiban untuk nielaka
kan kodifikasi hukum intermasional Js-
lam, atis membuat hukum internasio-
nal Islam yung benar-benar baru.
Dalam piagimm OKI tidak ada satu
ketentuanpun yang memberikan tungsi
progressive development” dan Kodifi-
Kasi.

Sedangkan PBB secara tegas-tegas
dibebuni kewajiban untuk mengem-
bangkan hukum internasional. Pasal
13 (12} piagam PBB memberikan tugas
kepada Majelis Umum PBB untuk
mendorong dilakukannya ‘progressive
development’ dan kodifikasi hukum
internasional. Untuk melaksanakan
gas ini Majelis Umum telah memben-
tuk Komisi Hukum Internastonal pada
talun 1947, Tugas Komisi adalah mem-
persiapkan rncangan-rancangan topik
mengenai hukum intemasional, yang
dia pilih sendiri, atiu Dewan Ekonomi
dan Sosial. Apabila rancangan pasal-
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pasal suatu topik sudah diselesaikan,
Majelis Umum akan menyelenggirakan
suatu konferensi PBB untuk memba-
hasnya (Basic Facts, 1989: 178). Sudah
banyak sekali konvensi atau perianjian
internasional hasil karya Komisi Hu-
kum Interasional, yang sudah berlaku
secara definitif.

Namun demikian tidak berarti bah-
wa ORI tidak berpeluang untuk me-
ngembangkan hukum internasional
Islam. OKI sebagai suatu organisasi po-
litik, datam melaksanakan aktivitasnya
dituntut untuk mampu menyediakan
auran-aturan hukum vang horus ditaati
olel negara unggota. Ada beberapa
organ OKI, yang karena fungsinya di-
Lam mekaksanakan aktivitas berpeluang
untuk mengembangkan atu nwencipta-
kan hukum internasional Iskon.

Misalnya Departemen Hukum Se-
kretaris fenderal OKI dibebani fungsi
antara lain sebagai berikut:

~It deals with legal martters and pro-
vides legal counsel relating to the
work of the General Secretariat, its
organs and institution. It examines
international draft treaties to which
member countries adhere or are
concemed. It prepares legal texis
of conventions and treaties to b
concluded within the organization
and takes legal steps for their sign-
ing, ratification and adherance, de-
postt, registration and publicising”.
{Guide to the OIC, 1994: 31, 32)

Departemen ini merupakan dapur

hukum OKI. Dia bertugas menilai rin-
cangun pefjanjian yang berkaitan de-
ngitn negara anggota. Dalam aktivitas

menilai ada peluang untuk menguii
sesuai tidaknya ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian internasional tersebut
dengan syari'ah Islam. Dia juga ber-
tugas melaksanakan prosedur-prosedur
pembuatan perianflan internasional
dalam sistem OKI. Dalam aktivitas
inilah Departemen sangat berpeluang
untuk membuat dian mengem-bangkan
hukum internasional Islam. Hasil kerja
Departemen dapat dilihat dalam ak-
tivitas OKI yang berkenaan dengan
hukum.

Oman OKI liin yang myeniliki ke-
sempatan sangat luas untuk mengem-
hangkan hukum internasional Islam
adatabh Mahkanmah Islam Internasional.
Mahkanmh merupakan organ peradilan
pokok OKI. Akan tetapi aktivitusnya
belum dapat dinilad, karena masth da-
fam proses pembentukan. Sampai saat
ini sedang diusahakan terpenuhinya
ratifikasi yang diperlukan bagi berlaku-
nya secara definitif Statuta Mahkamah.

Osgun subsider yang juga menipu-
nyai banyak peluang untuk mengem-
hangkan Hukum Intemasional Islam
yaitu Akademi Fikih Islam. Pemben-
tukan Akademi antara lain untuk me-
mecahkin mntangan-tantangun  masa
kini dun berdasarkan syariah Islam
mengadakan studi tentang persoalan-
persoalin kontemporer untuk memper-
oleh penyclesaikan ying sesuai dengan
Syariah Islam (Hanbook of OIC. 1990:
33). Diharapkan aktivitas Akademi
dapat mengembangkan hukum inter-
nasional Isiam. Tetapi sampai saat ini
aktivitasnya masih lebih banyak terfo-
kus pada pengembangan figih pada
umumnya belum pada Hokum Interna-
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sional Islam.
Dewasa ini akademi Fikih mem-
punyai proyek penyusunan:

1. Ensiklopedi Fikih tentang Masalah
dan Transaksi Ekonomi

2. Indeks Aturan Fikih yang kompre-
hensif :

3. Glosari Terminologi Fikih, Penye-
derhanaan Fikih.

Di samping itu Akademi herusaha
memfungsikan Komisi Hukum Intema-
sional Istam. Apabila di kemwudian wak-
tu Komisi ini dapat benar-benar Der-
fungsi seperti halnyn Komisi Hukum
Internasional PBB, nuka akan dapat
terlaksana pengembangan hukum in-
ternasional [slam.

Ada institusi afiliasi yang borkesem-
patan untuk mengembangkan hukum
internasional Islam, misalnya Kamar
Dagang Islim. Dalam melaksanakan
aktivitasnya Kamar Dagang Islam dapat
menerapkan syariah Islam pada kera-
sama yang berkenaan dengan kerja
KU antar negart anggota. Akan setapi
karena liputan aktivitasnva berada da-
lam hubungan kerjasama ekonomi an-
tamegarn, maka poluang untuk me-
ngembangan hukum intemasionst! Is-
lam sangat sedikit. Kerjasanu ekonomi
diatur dengan Hukum Internasional
yang sudah mapan.

Misalnys KADIN Islam sudah ber-
hasil membuat tata aturan arhitrase ko-
mersial tersendiri. Namun substansinya
tidak berbeda dengan tata aturan
arbitrase yang disedinkan hukum in-
ternasional. Bahkan sccara tegas-tegas
memberlukukan ‘Uncitral Arbitration
Rules’, seperti yang tertuang dalam

Ketentuan niengenai ‘governing rules’
dan ‘services us appointing authority’.
Organ Khusus yang sudah berhasil
mengembangkan Hukum Internasional
Islam adalahh Bank Pembuangunan Is-
lam yang menghindari sistem bunga
yang dilarang oleh syariah Islam.
Dalam memberikan bantuan kepada
negara anggota, Bank Pembangunan
Islam menyediakan fasilitas-fasilitas
vang terbebas dari sistem bunga.

Fasilitas-fasilitas tersebut berupa:
1. ‘al musyawarah’, yang terdiri dari:

A equtity participation’, yaitu pe-
nyertaan modal dalam peru-
sahan;

b. ‘line of eguety;, yaitu penyertaan
modal melalui Bank/Lembaga
Keuangan Nasional di negara
anggot;

2. al mudbarabah’ Cprofit sharing’),
yakni penyertaan modal dalam
suatu perusahsan, dalam bentuk
pembagian ki,

al gardbul hasan’ (‘loan’), yaiwu
pinjaman tidak mengikat, tanpa
hunga;

4. ‘al farab’ vang tendin dari:

a. ‘leasing, yakni sewa guna
uszha atas peralatan modal
milik Bank Pembangunan is-
Lun, yang dibeli dari mana saja
atas petunjuk penyewa,

b. line of leasing’, yaitu scwa guna
usaha yang disalurkan melalui
Bank/Lembag: Kevangan nasio-
nal di negara anggota;

5.7 al bai bitsaman aji’, yang terdiri
datri:

»
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a. ‘instalment sale’, vaitu membeli
peralatan modal yang dibelikan
Bank Pembangunan Istam, dari
mana saja sesuai petunjuk pem-
beli dan dibayar kembali kepa-
da Bank Pembangunan Islam
dengan cara cicilan,

b. dine of instalment sale, mem-
beli perakttan modal yang
dibelikun Bank Pembangunan
Islam, melslui Bank:Lembaga
Keuangan Nasional db nepara
anggotd, dan membayar kepada
Bank Pembitngunan Islam
secim clcilan:

6. al murababah’. yang terdiri dari:

w, import trade financing operal-
ing (ITFO), yaitu bantuan yang
diherikan Bank Pembangunan
Istam Kepada importir di negan
anggota untuk

. membiayai impor harang-ba-
rang viung diperlukan bagi pem-
hangunan diri negar nmang s
yang dikehendaki.

c. longer term trade financing
scheme’ (LTTFS), vakni suatu
fasilitns Bank Pembangunan Is-
lam unmk menclong ekspor
negom anggota ‘scheme’, de-
ngan car memberi bantuan ke-
pada importir di negitra anggota
OKI, berupa kelongganin wakitu
untuk membayar barang yang
ditmpor lebih lama dari TTFO,
yaitu nwmksimum 5 tahun.

7. technical assistance’ (bantuan
teknik):

8. ‘assistance from special accoumnt’
yaitu bantuan yang diberikan Bank

Pembangunan Islam untuk mem-

bisyai program bea siswa kepada
penduduk negara bukan anggota
Bank Pembangunan Islam, proyek-
proyek pendidikan Islam di negara
bukan anggota dan proyek-proyek
pembinaan agama Islam di negara
anpgota (Karmaen, 1993: 64 - 77).

Di saumping itu Bank Pembangunan
Islam sudah berhasil menyusun:

1. ‘Longer Term Trade Financing
Scheme’ '

2. Export Credit Insurance Scheme
and the Multiliteral Islamic” Clear-
ing Union’

3. ‘Trade Preferental System among
Member States’

4. Trade Infornution Net waork'

Akan tetapi keempat pengaturan
tersebut merupakan penerapan hukum
ckonomi internasional vang sudah
tersedia, bugi negam anggota ORL

Schagai argan pokok, bagi Konfe-
rensi Tingkat Menteri Islam maupun
Konferensi Tingkat Tinggi Islam, tidak
tertutup kenumgkinan untuk mengem-
bangkan hukum internasional Islam.
Aktivitas mereka di bidang politik,
ekanomi, sosial dan budaya, ada yang
berpeluang menelorkan hukum inter-
nasional Islam.

Aktivitus ekonomi telah mcnghas:l-
kan perjanjian internasional sepem
berikut:

1. ‘Agreement on the Pronmtion and

Protection and Guarantee of In-

vestments among Member - States’.

© 2. 'General Agreement on Economic

Technical and Commercial Coop-
cration among member - States’.
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3. 'Framework Agreement on the Es-
tablishment of the Trade Preferen-
tial System among Organization of
the Islamic Conference Member
States’.

4. "Agreement on Islamic Cooperation
for Insunmince of Investment and
Export Credit'.

Tetapi perjanjian-perjanjian ini me-
rupakan penertpan hukum ckenomi
internasional pada negar anggota.

Kesepakatan OKI yang dapat diakui
sebagai hukum internasional Islam
adalah: Deklamsi Kairo tentang Hak-
hak Asasi Manusia dalam Islam, tahun
1990, dan Deklarasi tentung 1lak-hak
Anak dan Hak Mengasuh Anak, tahun
1994,

Deklarasi Kairo disusun dalam
rangka menghadapi KT'1° PBB, tenking
HAM tabun 1993. Dengan demikian
ada koordinasi antar negar anggota
OKIL Diharapkan Deklaeasi Kitiro di-
jadikan pegangan umum bagi negara
anggota di bidang 11AM.

Deklarasi Kairo sudaly semaksinni
mungkin disusun berdasarkan syarish
Islim. Fornunya tidak seperti format
Deklarasi Universal tentang HAM, te-
tpt sudah mencakup ketentuan-keten-
tuan pokok Deklarasi Universal tentang
HAM Materi Deklarusi Kairo benar-
berutr berdasarkan syariah Eslam.

Dalam hal nilai normatif konsep
HAM dinyatakan pada Pasal [ antam
lain, Dahwa manusia adalah keturunan
Adam. Manusia adalah hamba Allah,
dan Allah sangat mencinmi mereka
yang paling berguna bagi hamba Al-
fah. Antar mereka tidak ada yang lebil

tinggi, kecuali atas dasar ketakwaan
dan amal baik mereka. Mengenai hak
hidup, Pasal 2-nya antra lain menya-
takan bahwa hidup adalah karunia
Allah. Dalam hal kedudukan wanita
menurut ketentuan Pasal 6(a) juga
dinkui setara dengan pria. Hanya ke-
mudian ditambzah Pasal 6 (b), yang
menentukan bahwia suami Dertang-
gungjawab atas kokohnya dan kesejah-
teraan keluarga,

Di samping itu ada beberipa ke-
tentuan, yang tidak ada di dalam De-
klarasi Universal tentang HAM, seperti
Pasal 10, yang menyatakan bahwa
Islam adalah bukan agama yang mem-
punyai sifat merusak. Adalah dilarang
melakukan bentuk pemaksaan apapun
terhiclap orang atru mengeksploitasi
kemiskinannya atau kebodohannya,
guna mengajak dia-masuk agama lin,
atie menjudi ateds, tidak ber-Tuban,
Pasal 14 menyatakan balwa riba ada-
[ah dilirang mutiak. Pasal 19 (1) ore-
nentukan bahwa tidak ada kejahatan
atalt hukuman kecuali sepenti yang
ditentukan dalam syariah Iskun. Me-
ngenai informasi dalam Pasal 22 (¢)
dinyatakan bahwa informasi tidak
bolelr dicksploitasi, atau disalahguna-
kan sedemikian rups sehingga melang-
gur kesucian dan kehormmtan Nabi.

Pada Deklarasi Kairo syariah Islam
benpar-benir dijadikan sumber din pe-
doman. Pasal 24 menetapkan bahwa
semua hak dian kebebuasan yang ter-
cantum daliam DekLirsi Kairo tunduk
pada syariah Islam. Pasal 25 menentu-
kan bahwa syariah Islam adalah satu-
satunya referensi bagi uraian atau pen-
jelasan mengenai setiap pasal dalam
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Deklarasi.

Sehaliknya dalam Deklarasi Kairo
tidak ada ketentuan tentang hak ke-
bebasan untuk berganti agama atau
kepercayaan.

Semua ketentuan dalam Deklacast
tentang Hak-hak Anak dan Hak Me-
ngasuh Anak, 1994, merupakan penja-
bharan syariah Islam. Karenanya Dekla-
rasi ini sangat herpeluang menjadi
Hukum Internasional Islam.

Otoritas Organisasi Konferensi
islam dalam Mengembangkan
Hukom Internasional Islam

Suatu organisasi internasional agar
dapat memiliki otoritas keputusannya
pasti mengikat negara dan langsung
mengikat penduduk negara anggota.
harus merupakan suat organisasi in-
ternasional supranasional. Sedang OKI
tidak memiliki status ini. Sampai saat
ini tidak ada organisasi internasional
yang berstatus supra nasional. Hanya
Masyarakat Eropa yang mendcekati
supra nasional.

Perjanjian-perjanjian internasional
yang dibuat di dalam sistem OKI be-
lum pasti mengikat negar INgROW.
Keterikatan negard anggotil terganiung
pada kemauan mereka untuk terikat
atau tidak. Otoritas ada pada masing-
nuasing negara anggota. Hal ini mmpak
jelas pada pemberlakuan hukum Is-
lam dalam hubungan bilateral, seperti
pendapat Hamidullah sebagai berikut:
“Moslem Internasional Law depended
wholly and solely upon the will of
the Muslim States, ..." (Hamidullah,
1977: 4). OKI tidak mempunyai otoritas

dalam mengembangkan Hukum Inter-
nasional Islam dalam arti hukum
Istam yang diberlakukan dalam hwu-
bungan antara satu negara Islam dan
negara lain.

Proktek di lingkungan ORI me-
nguatkan keadaan tersebut. Sampai
saat ini pada setiap konferensi Islam
pasti dikeluarkgn suaty resplusi yang
menghimbau agar negary anggotd me-
nandatangani atau meratifikasi berbagai
perjanjian internasional yang dibuat di
hawah wihawa OKLL Resolusi demikian
menunjukkan babwa masily hanyak
petjanjian internasional yung belum
menjadi Hukum Internasional Islam,
dalam arti ditsati dalam hubungan
antar negar-negart Istam.

Kenyaman tidak dopat dipungkiri
bahwa tercdapat kemajemukan dakim
keanggotaan ORI, meski S-S Se-
Lagai negar Islun. Tidak sempa ne-
gara anggota melaksanakan syariah
Islam dalam kehidupan benasyarakat,
dan bernegan. Anar negan yang me-
laksanakan syariah Islampun, ada yang
sunni dan ada yang syiah. Sedang
antara keduanya sulit untuk mencapai
titik persamaan. Kenmjemukan ini da-
pat menghambat pengembangan hu-
kum Islam yang mereka taati dalam
hubungan antar mereka.

Untuk keluar dari hambatan, antar
lain OKI harus memiliki kemampuan
tawar-menawar guna menuiksa negara-
negan anggotd mentaati aturan hukum
yang disediakan dalam hubungan antar
merek:t. Kemampuan ini baru dimiliki
cleh Bank Pembxingunan Islam. Negara
anggota dalam memperoleh bantuan
dapat dipaksa untuk mentaati atsran
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prosedur yang ada dalam Bank Pemiy-
ngunan Islam. OKI Dbelumn memiliki
otoritas sepenuhnya untuk mengem-
bangkan Hukum Internasional Islam
dakim arti hukum Islam yang diberla-
kukan pada hubungan antar negara-
negura Islam,

Otoritas OK! untuk mengembang-
kan Hukum Internasional Islam yang
berlaku secars universal sangat tergan-
tung pada dimiliki tidaknya organ yang
khusus menangani pengembangari hu-
kum, dan kemampuan tawar-menawar
OKI, agar négara-negara anggota dan
bukan anggota mau memberlakukan
hukum Istam dalam hubungan antar
merekit.

Dalam OKI memang sucah «i-
bentuk Komisi Hukum Internasional
Islam, seperti Komisi Hukum Interna-
sional pada PBB. Akan tetapi sampai
saat ini Komisi Hukum Internasiona)
Islam belum dapat berfungsi, dan Aka-
demi Fikib sedang berusaha agar Ko-
misi dapat berfungsi. Andaikata Komisi
sudah berfungsi sucah clapat dipastikan
aktivitasnya tidak mampu menyaingi
Komisi Hukum Internasional PBB An-
daikan Komisi OKI daput menyangii
Komisi PBB, kemuampuan tawar me-
nawar OKI sangat lemah dibanding
kemampuan yung dimiliki PBB.

Secara kualitatif maupun kuantitatif
OKT jauh di bawah PBB. Anggota PRB
dewasa ini ada 186 meliputi semua
negar maju, negara berkembang dan
negara terbelakang. Anggota OKI ter-
dirl dari 54 negam dengan kategori
dua pertiganys negara berkembuang
dan sepertigainya negara terbelakang,
Sistem pembuatan hukum dalam PBB

sudah mapan, sedang dalam OKI
belum terpola.

Dalam sistem PBB untuk membuat
suatu perjanjian internasional yang
komprehensif, memerukan prases dan
aktivitas konferenst internasional yang
komprehensif, memerlukan proses dan
aktivitas konferensi intemasional dalam
waktu yang cukup lama. Misalnya da-
lam pembuatan Konvensi Hukum Laut,
persiapan sudah dimulai pada tahun
1960°an sesudah kegagalan konferensi
Hukum Lout I, tahun 1960. Koenvensi
berhasil ditandatangani baru pada
bulin Desember 1982. Kemudian Kon-
vensi dapat berlaku secarn definitif
baru pada bulan September 1994,

Mengingat kenyataan terschut QK
tidak mungkin memiliki otoritas untuk
mengembangkan Hukum Intemasional
Islam dalam arti Hukum Islam yang
ditaati secars universal dalam hubung-
an antar negara. Sistem Hukum Inter-
nasional universal sudah npan. Tam-
buhan lagi lkenbaga dan prosedur peny
buatan Hukum Internasional universal
sudah nmuntap.

Kesimpulan

Hamapan omat Islam agar OKI da-
pat berperan secarn optimal dalam
mengembangkan Hukum Internasional
Islam Delum terwujud. Masih banyak
persaalan yang harus dipecahkan. Akti-
vitas OKI di bidang hukum belum
masuk dalam agend prioritas. Produk
hukum OK1 baru merupakan hasil
karya sambilan aktivitas OKI di bidang
politik, ckonomi atau sosial budaya.
Organ, atau lembuga yang secarm tegas-
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tegas diberi kewenangan sebagai pent-
buat hukum belum terhentuk.

Otoritas OKI dalam mengembang-
kan Hukum Internasional Islam dalam
arti hukum Islam yang diberlakukan
pada hubungan antar negari-negara
Islam sendiri masih lemah, Dalam hal
pembentukan hukum intemasional Is-
lam, dalam arti hukum Islam yang
diberlakukan pada hubungan antara
satu negara Islam dengan negara lsin,
otoritas OKI sulit untuk diperolch.
Otoritas OKI dalam mengembangkan
hukum internasional Islam, yang uni-
versal ticdkak mungkin untuk dimiliki.
OKI haru berhasil berperin mengem-
bangkan selhagian hukum Islim yang
diberlakukan dalam hubungan antar
negar-negara Istamy. Agar OKI dapat
berperan dalam pengenibangan Hu-
kum Internasional Islim memeriukan
keria keras dan perjuangan yvang cukup
pangmng. e
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